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BUPATI LUWU UTARA 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 

NOMOR 31 TAHUN 2009 

TENT ANG 

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 
Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil 
dilingkungan Depertemen Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah, perlu diatur Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri 
Sipil di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Utara; 

b. bahwa Batik Indonesia ditetapkan sebagai salah satu Pakaian 
Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Luwu Utara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. 

1 .  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4449); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 47 41 ); 

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 
Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1072 tentang Jenis 
Pakaian Sipil; 

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 
1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

1 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181); 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja 
lnspektorat, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 
Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Nomor 182); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan .Kabupaten Luwu Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 
183). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PAKAIAN 
DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 

Pasal 1 

(1) Jenis Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Luwu Utara terdiri dari : 

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; 
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; 
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; 
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; 
e. Pakain Dinas Lapangan disingkat PDL. 

(2) Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a terdiri dari : 

a. Pakaian Dinas Harian wama Kheki; 
b. Pakaian Dinas Harian Batik dan I atau Tenun lkat dan I atau Ciri Khas 

Daerah. 

Pasal2 

Waktu pemakaian Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu 
Utara sebagaimana tercantum dalam larnpiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal3 

Bagi SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti 
Rumah Sakit dan Puskesmas, Dinas Perhubungan dan Satpol PP tetap memakai 
Pakaian Dinas Harian seperti biasanya, namun bagi mereka yang mendukung 
pelayanan administrasi kantor pada hari Kamis dan Jumat menggunakan Pakaian 
Dinas Harian Batik dan I atau Tenun lkat dan I atau Ciri Khas Daerah. 
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Pasal4 

Khusus untuk hari Jumat dahului dengan aktifitas olahraga sebelum aktifitas kantor, 
tetap menggunakan pakaian olahraga setelah selesai aktifitas olahraga 
menggunakan Pakaian Dinas Harian Batik, dan atau Tenun lkat dan atau ciri Khas 
Daerah. 

Pasal5 

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang berlaku 
dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku. 

(2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal6 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2010. 

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara . 
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TELAH DIPERIKSA PAflAF 

1. Sekda 
Ditetapkan di Masamba, 
pada tanggal,31 :h••e•er 2,,, 

BUPATI, 

� ARI JUNAIDI _,. 

- .. --- -+----.I 

2. Asi..·· 

3. K:: 

��· A.CHAERULPANGERANG 
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 31 

Diundangkan di Masamba 
pada tanggal 31 :Je•"•hr :!tt, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, 
- 9.- 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 31 TAHUN 2009 
TANGGAL 31 J llDllt 2009 

WAKTU PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 

NO. JENIS PAKAIAN H A R !  KETERANGAN 

I UNMAS Sen in - 

2 PDH Warna Khek:i Selasa dan Rabu - 

3 PDH Batik Kamis dan Jumat - 

4 KORPRJ 
HUT KORPRJ dan Hari besar 

Nasional 
- 

5 
PSL dan/atau PSR Pada Acara Resmi 

Sesuai Ketentuan 

Acara 

BUPATI, 

TELAH DIPERIKSA PARAF 

1. Sekda 
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